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ABSTRACT 
The economic domination of outsiders in Papua very influential for their political 
action. Economic situation in Papua become significant of necessary as power 
instrument. The domination is fact to saw how they become high class community. While, 
the Papuan People only well of the second class community. The Motivation invaded of 
outsiders to Papua are about economic factors and mostly is political policy. Invaded 
outsiders, made empower of their powerful because equality of peoples in Papua ins’t 
equal and dominated by outsiders. So they used that potential natural resources for their 
economic existence. That’s is key problems of horizontal conflict between Indegenous 
Peoples of Papua with outsider (transmigrasi dan migrasi) in Papua.  
 
This research to describe how Papuan condition now and how condition in polical-
economic in Papua become the dominant power of outsiders in order to domination. 
Research Approach and the research method is qualitative-verification to put more 
problems about domination and greavance that become key of horizontal conflict 
between indigenous People of Papua and outsiders in Papua. Mostly of the research saw 
matters and information from interview and discusses, and also used observation and the 
life history from researcher and most people from Papua. 
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1.  PENDAHULUAN 
Ekonomi-Politik Papua: Pengantar Memahami Konteks  
Situasi dan kondisi ekonomi-politik, permasalahan strukturalisasi dan proses pembangunan di Papua tidak memiliki perbedaan sama sekali pada tiap kota. Kondisi di Sorong dan Manokwari misalnya, akan sama dijumpai di Jayapura, Timika, Nabire dan hampir seluruh tanah Papua. Sejak masa kedudukan Belanda di Papua, fenomena yang dialami sama, hingga era kepemiminan Soekarno dan Soeharto juga demikian. Khusus di era Soeharto (Orde Baru), Papua sama-sama adalah daerah “merah” yang keras. Orde Baru melahirkan ide-ide tentang kisah-kisah mati, imajinasi penduduk luar terhadap Papua diseragamkan agar memahami Papua dengan cara yang salah. Papua dipandang memerlukan bantuan dari luar, bahkan yang dianggap membantu oleh pemerintah (1967-1998) adalah institusi keamanan. TNI menjadi institusi utama dalam strukturalisasi kekuasaan dari segi aktor maupun secara kelembagaan. System dan mekanisme jalanya pemerintahan dilaksanakan dengan kemasan paramiliter salama 33 tahun 7 periode (1965-1998). Operasi militer dilakukan di hampir semua wilayah Papua.2 Meski demikian orde baru 
                                               
2 Al Araf, Anton Aliabbas, (Dkk). (2011: hal 5). Securitization in Papua; the implication of 
security approach towards human rights condition in papua. Imparsial. Jakarta; Davies, 
Matthew. N. (2014). TNI & polri forces in West Papua: restructuring & Reasserting 
Sovereignty. operasi khusus ―Sadar OperaƟon (1956-1967), Barathayudha Operation 
(1967-1969), Wibawa Operation (1969), Military Operation in Jayawijaya District (1977) 
yang telah membuat 10.000 orang Papua pada saat itu melarikan diri ke PNG, Sapu Bersih 
Operation I and II (1981), Galang Operation I and II (1982), Tumpas Operation (1983-1984) 
and Sapu Bersih Operation dan Gagak Operation (1985-1987), Kasuari Operation I dan 
II(1987-1988, 1989), Rajawali Operation I dan II (1990-1991), Military Operation in Map 
Nduma (1996). In the reform era, a number of military operations was launched as well. 
This included an operation leading to Wasior case (2001), Operasi Pengkondisian Wilayah 
(2000-2003), Military Operation in Wamena (2003) and in Puncak Jaya District (2007)‖. 
Termasuk peristiwa Biak berdarah tahun 1999 dan Manokwari 1999 juga di Kebar pada 
tahun 1965. Secara lebih rinci juga perlu dimasukan beberapa operasi khusus lain dalam 
rangka pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) bagi Papua. Khusus untuk tahun 2004-
2010 telah terjadi 10 kali operasi khusus untuk Papua. Operasi tersebut merupakan 
tindakan pengamanan pemerintah pusat dalam menghadapi Papua. Operasi itu dilakukan 
dengan penuh kekerasan; lihat juga: Amirudin dan Aderito Jesus De Soares. (2003). 
Perjuangan Amungme antara Freeport dan militer. Elsham. Jakarta. 
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berjasa besar bagi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Papua sebagai pasar dan dapur bagi Jakarta. Kekuatan militer selama 33 tahun telah membuka penanaman modal asing (PMA) yang begitu besar di Papua. FUNDWI, Freeport, BP-LNG Tanggung, dan proyek MIFFE, MEDCO, dan perusahaan-perusahaan asing lainya yang saat ini beroperasi di Papua adalah buah tangan orde baru dan merupakan jejak sejarah kapitalisme di Papua.  
Di era reformasi, Papua kembali dibuka dengan berbagai agenda penanaman modal asing dan ekonomi-politik dunia yang semakin bebas dan ketat. Papua menjadi destinasi ekonomi-politik dan lahan perburuan sumber daya alam melalui kebijakan pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus dan pemekaran daerah bagi Papua. Pemekaran wilayah itu sangat berdampak pada perkembangan Papua hari ini. Pertama, pembukaan daerah baru adalah pembukaan lahan ekonomis baru bagi asing dan orang dari luar Papua. Kedua, pemekaran memunculkan ruang kompetisi baru (ruang kosong) yang diisi oleh konflik kepentingan dan mengancam orang Papua sendiri. 
Ketiga, pemekaran ikut memekarkan institusi keamanan di daerah-daerah baru tersebut. Pos-pos brimob, polisi, tentara menjadi marak dilihat disetiap kecamatan dan desa di pelosok-pelosok Papua. mereka ditugaskan dengan alasan situasi keamanan di daerah yang rawan konflik saudara akibat pemekaran, padahal mereka jugalah penjaga perusahaan-perusahaan di Papua. 
Situasi tersebut menjadikan Papua tidak hanya menjadi destinasi ekonomi dan ruang politik bagi orang Papua, tapi juga mempengaruhi Papua menjadi destinasi keilmuan yang melahirkan ilmuan-ilmuan baru yang turun ke Papua meneliti Papua dengan melihat masalah-masalah tersebut. Papua menjadi laboratorium konflik (sosial) yang sangat kompleks masalahnya. Terutama masalah yang berkaitan dengan ekonomi-politik Papua, merupakan masalah yang sampai hari ini bagi peneliti sebagai factor utama yang membentuk kondisi awal dimulainya konflik. 
Jadi dalam pembahasan penelitian ini, konflik di Papua dilihat sebagai situasi gunung es yang disebabkan karena dominasi, monopoli dan hegemoni 
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negara dan masyarakat luar Papua. meski tetap sejarah konflik politik Papua dan Indonesia menjadi tranding topic sebagai bahan fondasi ukuran analitis kasus ini. Sedangkan soal Papua adalah sama, karena konflik yang terjadi antara orang Papua asli dan pendatang juga demikian sama terajdi di berbagai daerah di Papua. 
Membaca Konflik di Papua 
Pada tahun 2015, buku gunung vs pantai yang ditulis oleh Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, memberikan informasi mengenai keadaan Papua yang saat ini diwarnai dengan melebarnya isu putra putri asli daerah sehingga konflik menjadi tak terelakan.3 Secara nyata itu mempertemukan orang Papua ke dalam dua isu yang mempengaruhi munculnya konflik maupun kekerasan. 
Pertama, meliputi isu orang gunung dan orang pantai yang sampai saat ini masih belum diketahui asal-muasalnya dari mana. gunung vs pantai merupakan contoh konflik maupun kekerasan yang terjadi antara orang Papua asli dengan orang Papua asli (Papua vs Papua) yang diciptakan oleh orang/institusi sebagai pihak ketiga (bukan orang Papua). Konflik ini didasarkan atas latar belakang sebagai orang Papua yang berjuang dan yang menolak berjuang bagi terbentuknya entitas politik Papua. Meski hal itu tak nampak tetapi kejelasanya terlihat dari adanya penyebaran propaganda mengenai lelucon yang menggunakan orang gunung maupun sebaliknya orang pantai sebagai obyek yang ditertawakan. Kedua, konflik persaingan politik dalam konteks otonomi daerah dan pemekaran yang didasarkan atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemekaran bertubi-tubi muncul dan ruang persaingan politik semakin banyak bahkan melahirkan kubu-kubu, kawan-lawan yang tersegregasi. Itu kemudian mempertemukan orang Papua asli dengan orang Papua asli di level kekuasaaan institusional dan mengakibatkan menjamurnya konflik saudara di Papua. Pemekaran daerah menjadi ruang konflik baru, UU otsus 
                                               
3 Wetipo, Wempi. (2015). Gunung vs pantai: dalam perspektif nilai-nilai hidup 
bersama. Yogyakarta: Asda Media. 
33 
 
disalahtafsirkan menurut subyetifitas masing-masing pihak. Berdasarkan buku itu, dua konflik yang terjadi antara orang Papua dan orang Papua diceritkan secara reflektif.4  
Meski demikian situasi Papua yang sampai saat ini tidak tersentuh adalah konflik antara orang Papua asli dan pendatang dari luar Papua. Misalnya yang terjadi di Manokwari, antara Bugis-Buton-Makassar (BBM) dan penduduk Papua pada 28 desember 2013, di Sorong, dalam tahun 1990an dan yang terakhir pada tahun 2014, di Jayapura 1996, di Timika pada tahun 2014-2015, dan di beberapa tempat lain yang melibatkan mobilisasi masa dari kelompok agama, ras, suku, marga. Semua bentuk dan dalil konflik tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh problem ekonomi dan politik. ekonomi berkisar antara dominasi pasar, monopoli perdagangan dan sejarah kekerasan di wilayah-wilayah ekonomis. Sedangkan politik dapat dilihat dari kebijakan transmigrasi yang didatangkan orde baru dan kemudian disusul arus migrasi besar-besaran dari luar Papua. Gelombang kedatangan penduduk dari luar Papua inilah yang memenuhi Papua dan menyebabkan ketimpangan demografi yang secara langsung berpengaruh terhadap dominasi sumber-sumber kesejahteraan Papua. 
Dari sini munculah bentuk konflik horizontal, yaitu pendatang (trasmigrasi dan migrasi) dari luar Papua dengan orang Papua asli. Konflik horizontal mencakup kekerasan lintas suku, agama, dan entitas politik di Papua yang terjadi secara sporadis. Meski demikian di beberapa lokasi pusat perekonomian di Papua konflik ini cenderung terpolarisasi. Dengan kata lain konflik ini sengaja “dikelola”. Misalnya daerah-daerah basis ekonomi, konflik memperebutkan lahan ekonomi. Begitupun konflik dan kekerasan di pusat-pusat ibu kota kabupaten atau provinsi di Papua yang sarat dengan persaingan politik, baik orang Papua asli dan orang pendatang. Di mana kedua pihak sama-sama memiliki kekuatan penting untuk merebut kekuasaan politik dan 
                                               
4 Panggabean, Rizal & Taddjoeddin Zulfan. (2016: Hal 1-6). Explaining electoral violence in 
Papua. Materi Seminar di UGM Yogyakarta, Tahun 2016. 
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ekonomi. Secara politik orang Papua asli dibeking oleh UU Otsus yang memberikan prioritas kepada orang Papua asli (putra-putri daerah asli) untuk menjadi pemimpin politik namun penduduk pendatang di Papua secara ekonomi lebih mapan dan terkesan lebih siap untuk bertarung dibandingkan dengan orang Papua asli. Itulah mengapa sampai sekarang pendatang selalu menjadi wakil dalam jabatan politik dan juga memegang peranan ekonomi dan bisnis di Papua. namun itu bukan berarti kondisi wilayah lain di Papua aman dari pola konflik yang “dikelola” itu. pada tahun 2015-2016 ini, Papua secara keseluruhan telah dipastikan terisi oleh lonjakan demografi dan korporasi bisnis, sehingga pengamanan dan kelancaran program pengembangan pertanian dan tambang dan ekonomi penduduk di Papua seakan menjadi pasar besar yang dijaga oleh militer. Itu berarti kenyataanya bahwa Papua memang tidak aman lantaran banyaknya pihak luar yang datang sehingga militer menjadi penjaga. 
Itu sekaligus mengrahkan kita untuk melirik sepintas konflik yang tidak termasuk dalam penelitian ini, yaitu konflik vetikal antar orang Papua asli dan negara. Itu bukan berarti militer terlepas dan tidak ada kaitanya dalam membahas akan konflik Papua dari ekonomi-politik, justru karena itulah militer kita bahas. Wajah negara di Papua adalah militer, otomatis militer lebih banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa, insiden, maupun terjebak dalam isu. Bentuk konflik dan kekerasan ini difokuskan pada masalah sejarah politik, status politik, pelanggaran HAM, dan sikap orang Papua. Sedangkan isu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya lebih banyak dilihat sebagai faktor pendorong terjadinya insiden maupun protes. bentuk kekerasan seperti ini bisa meliputi, pembunuhan, penjarahan (cenderung dengan pasal yang tidak sesuai). Dalam hal ini kekerasan ini tidak dibahas dan hanya akan disajikan sebagai sumber informasi yang juga sudah banyak dipublikasikan.5 
                                               
5 Lihat: Al Araf, Anton Aliabbas, (Dkk). (2011: hal 5). Securitization in Papua; the implication 
of security approach towards human rights condition in papua. Imparsial. Jakarta; Davies, 
Matthew. N. (2014). TNI & polri forces in West Papua: restructuring & Reasserting 
Sovereignty. 
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2. KERANGKA KONSEPTUAL 
Masalah ekonomi-politik di Papua menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek yang lain. Kebijakan apapun di Papua sangat ditentukan oleh sikap politik aktor dan juga kepentingan ekonomi. Orang Papua secara keseluruhan, terutama masyarakat bawah termasuk juga para pendatang tidak banyak memperhatikan hal itu. Namun demikian hal itu berbeda ketika berada di level aktor politik dan para birokrat yang berasal dari luar Papua. Mereka lebih memperhatikan aspek kepentingan pendatang di Papua. Relasi kuasa antara suku-suku pendatang di Papua terdapat di dalam enclave-enclave komunikasi mereka, agama, suku, dan klan dan dilandasi dengan pemahaman bahwa sama-sama adalah perantau. Sehingga ini membuat mereka menjadi satu. “Di Papua kemiskinan tinggi produksi rendah”.6 Yang lebih banyak memproduksi adalah negara melalui perusahaan-perusahaan modal baik asing maupun yang dimiliki pribumi, termasuk warga pendatang, sebaliknya orang Papua menjadi lebih miskin dan tidak banyak produktif menghasilkan pendapatan ekonomi. 
Aspek kekuatan politik yang begitu kuat di Papua, menimbulkan ekspektasi orang yang di Papua sebagai lahan memperbaiki hidup. Baik politik yang mempengaruhi ekonomi atau ekonomi yang mempengaruhi politik tidak menjadi penting. Namun yang dapat ditarik benang merahnya adalah impian orang untuk memperbaharui kehidupan di Papua, sehingga politik dan ekonomi atau ekonomi dan politik bukan tujuan, namun sarana untuk mencapai tujuan hidup. Namun dengan semakin banyak penduduk, meningkatnya pembangunan, perluasan kawasan menjadikan sumber daya semakin sulit dicari, maka itu persaingan semakin sulit dan kehidupan di Papua dipenuhi oleh fenomena-fenomena yang miris dari kesejahteraan penduduk lokal (orang Papua). 
 
                                               
6 Lihat juga: Panggabean, Rizal & Taddjoeddin Zulfan. (2016: Hal 1-6). Explaining 
electoral violence in Papua. Materi Seminar di UGM Yogyakarta, Tahun 2016. 
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3. PEMBAHASAN 
Ekonomi-Politik Papua dalam Perspektif  
Di Papua, uang memegang kuasa dan uang sebagai kuasa itu sendiri. Siapa memegang kuasa, dia memegang manusia, ketika manusia digenggaman uang, seakan lahan menjadi tak tertahankan untuk dikomodifikasi sebagai modal yang menghasilkan modal. Kedudukan di pasar menjadi sangat sentral sebagai penyokong distribusi kekuasaan secara distributif dalam kelompok-kelompok patronase. 
Ekonomi-politik Papua bukanlah sesuatu yang berbeda dengan ekonomi-politik dalam pengertian secara umum. Pengusaha-penguasa atau penguasa-pengusaha merupakan hal yang terjadi sesuai siklus dominasi dan strukturalisasi negara maupun resistensi warga negara. Bicara ekonomi-politik di Papua berarti kita akan dekat sekali dengan sumber daya alam. Karena ekonomi-politik Papua digerakan dari, oleh dan untuk sumber daya alam. Kekuasaan yang dimiliki individu atau kelompok orang Papua akan diarahkan untuk melindungi alam Papua, sebaliknya alam Papua oleh sekelompok orang dimanfaatkan sebagai modal ekonomi, alat produksi (kapital), dan bahan utama yang dipilih, dipilah dan diproses menjadi (untuk mendapatkan) uang (komodifikasi). Selanjutnya modal alam yang telah dikomodifikasi menjadi modal ekonomi (uang) itu digunakan sebagai sarana transaksi politik. 
Orang Papua secara umum tidak memiliki kemampuan ekonomi. Beberapa suku di Papua yang mampu, misalnya Suku Muyu di Orang Marind yang bisa mengusahakan karet pada masa Kolonial Belanda.7 Namun itu tidak membuat mereka “jago” hingga saat ini. Suku lain lagi yang dianggap mampu adalah masyarakat Dani, yang memiliki system pertanian yang cukup sederhana, cenderung juga hal ini berlaku bagi beberapa suku di wilayah 
                                               
7 Aditjondro, G.J, kata pengantar dalam School, Pim. (2001). Belanda dl Irian Jaya: Amtenar 
di masa penuh gejolak 1945-1962. KITLV. Jakarta; lihat juga Schoorl, D.W. (1993). 
Kebudayaan dan perubahan suku Muyu dalam arus modernisasi Irian Jaya. Jakarta: KTILV. 
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Pegunungan Tengah yang bisa mengusahakan pertanian dengan sederhana dan meukarkan dengan uang.8 Meski demikian itu juga hal yang sama seperti yang terjadi pada Suku Muyu. Bukanya tidak mampu hanya saja keterlambatan dan pengaruh kehidupan di Papua lebih dominan dipengaruhi oleh orang luar dan terutama melalui sikap sikap koersif entitas maupun institusi dan aktornya. 
 “Orang Papua yang Punya Uang tapi Kami yang Pungut Uang”9 
Di bahasan ini akan dijelaskan bagaimana struktur kekuasaan ekonomi di Papua itu didominasi oleh kelompok pendatang. Kekuasaan itu membantu aktualisasi di dalam dominasi bisnis dan politik di Papua. Di pasar dan di kantor tidak ada yang berbeda dominasinya. Orang kantor ditentukan oleh orang pasar. Jabatan dibeli dengan uang, kekuasaan politik dilicinkan dengan uang. Tidak ada penguasa politik di Papua yang tidak menggunakan uang sebagai sarana mobilisasi politik dan penggerak masa rakyat dalam kampanye. Pengusaha-pengusaha di Papua melepaskan modal (uang) ekonominya untuk memperoleh legitimasi secara yuridis agar usaha dan bisnis di Papua terus didukung elit Papua. makanya di Pasar (lingkaran ekonomi) para pendatang dengan begitu eksisnya berusaha menguasai sepenuhnya. Keterbatasan orang Papua asli yang juga hidup dalam tekanan struktural sejak orde baru, kebiasaan-kebiasaan yang lebih mengarah pada adat-kebudayaan dan politik ketimbang mengusahakan ekonomi (mengelola uang) menjadi masalah utama. Sangat sedikit orang Papua yang dapat mengelola uang. Uang bukanlah menjadi hal utama bagi orang Papua meski keutamaan hidup bagi orang Papua butuh uang. Maka uang yang didapatkan hari ini akan digunakan sebagai penunjang hidup, diberikan pada keluarga, saudara yang membutuhkan, 
                                               
8 Elramos, Petege. (2015: Hal 1). Dari kebersamaan dan solidaritas ke individualistic, 
ketergantunga dan eksploitatif. Sebuah refleksi sosial ekonomi Orang Papua pada masa 
lalu, kini, dan ke depan. Materi Seminar FKPMKP, Yogyakarta, 10/1/2015). 
9 Uangkapan salah seorang yang berasal dari Makassar kepada penulis di Manokwari ketika 
penelitian tahun 2013. 
38 
 
dipinjamkan (tidak dikembalikan), bahkan selalu saja tertanam dalam watak orang Papua yang tidak dekat dengan uang.10 
Penulis menyaksikan sendiri bagaimana sejak otsus diberlakukan, kemudian pada tahun 2003 Provinsi Papua Barat dibentuk, banyak sekali terjadi konflik. Pemekaran di mana-mana, konflik dilahirkan dari isu putra-putri asli daerah yang harus menjadi tuan di negeri sendiri. wilayah-wilayah baru itu sekarang bukan menjadi wilayah rahasia atau tertutup lagi namun telah diisi oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Konsumsi, pakaian hingga peralatan rumah tangga dijual oleh para pendatang Bugis-Makassar. Sedangkan penjualan ikan dan ternak didominasi oleh Buton (ikan) dan toraja (Babi). Penjualan sayur dan buah-buahan saat panen raya di Manokwari, Nabire, Sorong dan beberapa kabupaten di Selatan Papua (Merauke dan Mappi) di ambil alih oleh penduduk Jawa. Sederhananya ekonomi di Papua dijalankan oleh pendatang. Kekuasaan ekonomi itu lambat laun menjadi kekuatan modal juga bagi para politisi Papua yang ingin merebut kekuasaan politik di daerah. Dengan niat kuat menjadi tuan di negeri sendiri, orang Papua kemudian leluasa meminta bantuan ekonomi kepada para pengusaha-pengusaha tersebut untuk menunjang proses sosialisasi, kampanye, hingga mobilisasi masa dalam pemilihan. Pinjaman tersebut tidak dikembalikan dengan secara langsung melalui uang, tetapi melalui proyek-proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang yang hasilnya lebih sepuluh kali lipat dari sumbangan dukungan politik sebelumnya. 
 Orang Papua: Pasar itu Pasar vs Orang Pendatang: Pasar itu 
Rumah Dalam studi ekonomi politik Papua, perkembangan dan kemajuan perekonomian maupun kemandekanya juga dilihat dari proses tradisi dan kultur yang dihidupi penduduk suatu wilayah. Di Papua hal itu menjadi 
                                               
10 Kebiasaan (tradisi) yang selalu berkembang dalam keluarga, lingkungan dan proses 
kebudayaan yang dihidupi oleh orang Papua sejak nenek moyang. Ungkapan itu sering 
didengar “apa yang ada hari ini kitong habiskan, karena yang besok itu nanti lebih banyak”. 
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kontradiksi, karena tidak hanya penduduk Papua saja di Papua, para pendatang dari luar Papua juga datang dengan berbagai latar belakang pandangan dan tradisi yang sama-sama tidak saling dimengerti dan kontra di dalam masing-masing cara bagaimana mereka mengelola sumber daya dan mengkomodifikasikanya. Bagi orang Papua pasar bukanlah satu-satunya tumpuan hidup, bahkan menjadi tujuan dan alasan mereka ada di sana untuk memperoleh keuntungan. Itulah yang membedakan mengapa orang Papua dalam hal ini sangat terbatas dalam mengembangkan ekonomi dibandingkan dengan para pendatang. “mama itu jualan kalo saya minta uang, kalo kitong tidak minta uang mama tidak jualan”.11 Pasar sebagian besar dipakai oleh mama-mama Papua untuk memperlancar ekonomi mereka ketika dibutuhkan. Maka itulah pasar memiliki nilai guna ketika kebutuhan menjadi terdesak untuk dipenuhi. Selanjutnya fungsi pasar tidak begitu kelihatan di dalam kehidupan orang Papua sebagaimana juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia di abad keenambelas dan abad ketujuhbelas. Misalnya di Jawa dan di Minang Kabau (Padang) yang mana kehidupan nomaden dan barter juga pernah dialami pada masa itu sebelum Belanda, Inggris, Jepang, Denmark dan Prancis saling berperang untuk mendudukinya dan (Belanda) menguasai Indonesia. Di Papua pada tahun 1949-1961, Belanda mengembangkan pendidikan dan infrastruktur di pesisir untuk memenuhi keinginan mereka menjadikan Papua sebagai wilayah bagian dari Belanda (Nugini-Belanda) dan sebagai penunjang pembangunan selanjutnya yang berkaitan dengan ekspor impor.12 Sayangnya kiprah Belanda itu tidak berdampak pada peningkatan ekonomi orang Papua. tanda-tanda tersebut dilihat dari dua hal, pertama, proses penanaman kebiasaan berdagang dan mengelola uang tidak diajarkan oleh pemerintah Belanda baik secara struktur apalagi kultur dan kebiasaan; kedua, perkembangan itu tidak juga ditunjukan oleh orang Papua sejak saat itu hingga sekarang, yang artinya kematian dan kemunduran orang Papua dalam menghadapi perkembangan tanpa bekal “cara memegang dan mengelola modal (uang-barang-manusia)”.  
                                               
11 Diskusi dengan Papua (Benyamin Magal & Yance Murib) di Salatiga, Mei 2016. 
12 Op, cit., (Hal 1). 
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 Mobilisasi Ekonomi: Patronase Bisnis 
“Fef kini adalah Fef yang sedang dipeluk oleh ‘proyek-proyek raksasa’ 
dunia dan Jakarta. Fef diibaratkan seorang gadis cantik (gadis Karoon) yang 
sedang diincar dan rebut oleh berbagai pria ganteng yang berasal dari Jakarta, 
Manado, Makassar, Ambon, Flores, dan seterusnya…..” (Pastor, Bernad. W. Baru, 
OSA, 2013).13 Di Manokwari, pengusaha Bugis-Makassar memegang peranan dari konstruksi bangunan sampai dengan penjualan pinang yang dulunya dijual oleh penduduk Papua asli.14 Pendatang lain15 secara proporsional (merata) menduduki jabatan-jabatan structural maupun fungsional di pemerintahan. Hal tersebut juga terjadi di beberapa wilayah di Papua, terutama Sorong, Timika, dan Jayapura. Begitupun dengan seluruh wilayah Papua yang sampai saat ini selalu didatangi pendatang dari luar Papua dengan alasan ekonomi. Kendali politik ditekan oleh relasi kuasa dalam bidang ekonomi sehingga patronase birokrasi dan politik patron client di antara orang asli Papua direduksi menjadi ruang kosong (konflik). Ruang politik yang kosong itu kemudian diisi oleh strukturalisasi ekonomi, di mana pebisnis yang menentukan siapa orang yang bisa didudukan di jabatan politik atau birokrasi sesuai keinginan mereka. Dalam persaingan politik, konflik perebutan kekuasaan antar kelompok elit di Papua terjadi antar orang Papua asli. Sedangkan konflik dan kekerasan antar orang Papua asli dengan pendatang berkisar di antara isu 
                                               
13 Baru, Bofit, W.B. (2013: Hal 4). Fef dulu. Kini, dan akan datang. Materi diskusi IPMT, 2013 
di Asrama Tambrauw. Yogyakarta. 
14 Dalam UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus dijelaskan mengenai criteria orang asli 
Papua, tetapi dalam hal ini yang dimaksudkan orang Asli Papua adalah orang Papua yang 
asli. Orang Papua asli sedikit berbeda dengan orang asli Papua baik dalam struktur identitas 
biologis maupun dalam struktur kebudayaan lokal di Papua. selanjutnya akan disebut orang 
Papua asli. 
15 Pendatang lain yang dimaksud adalah para pendatang yang berasal dari Pulau Jawa 
(Jawa), Pulau Sumatera (Batak, dll), Pulau NTT, Pulau Sulawesi, dan Maluku. Para 
pendatang ini mengusahakan hidup mereka dengan cara masing-masing dan sesuai dengan 
indicator yang mempengaruhi maupun motivasi kedatangan mereka di Papua. meski 
demikian hal ini tidak dimaksudkan untuk memandang komunitas, etnis: agama, ras, suku, 
marga, dll, karena “tidak ada hubunganya sifak seseorang dengan kelompok atau 
komunitas”. 
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primordialisme (termasuk sejarah konflik kedua pihak), dominasi, monopoli ekonomi (greedy), dan politik identitas dalam masyarakat ekonomi (patronase 
bisnis/patron client) menjadi satu bagian dalam rentetan sejarah hegemoni dan strukturalisasi negara di Papua. Misalnya yang dilakukan oleh kelompok pendatang Madura di Kalimantan, Bugis-Makassar di Ambon, termasuk di Sulawesi, NTT, dan khusus di Papua. Transmigrasi, sebagai strukturalisasi hegemoni negara melahirkan kedatangan gelombang kedua yang disebut migrasi spontan. Keluarga yang sudah sukses di Papua dan memiliki aset atau modal ekonomi di Papua, kemudian membangun kekayaan mereka di tempat asalahnya, menjadi daya tarik kedatangan pendatang baru (migrant). Pendatang baru ini mengembangkan usaha saudaranya yang sudah sukses di Papua dengan modal yang dibagi dengan ketentuan pengembalian dengan bunga (ada pula secara sukarela). Di Manokwari PT. 84, PT. Pulmon, PT. PutraBungsu menjadi agen penguasa bisnis. Mulai dari pengaspalan, jembatan, perumahan (kontraktor), salah satu pom bensin di Jl. Esau Sesa, hingga pembuatan kartu (kupon) bagi sopir-sopir dan penjual bensin dari Sulawesi untuk mengambil bensin gratis  dilakukan secara terencana dan teratur. Bisnis itu juga dibeking oleh kelompok militer dan polisi karena kebetulan juga tiga perusahaan yang dijalankan oleh tiga bersaudara itu adalah anak purnawirawan TNI yang bertugas di Papua sejak 1965. Dengan tugas berat dan gaji yang tidak terlalu menunjang di tahun 1960an, tentara ini kemudian membuka kios yang dinamai UMEGA (usaha menambah gaji). Usaha tersebut dikembangkan juga dengan usaha sampingan dengan membeli lahan, menjual kayu yang dibeli dari orang asli sehingga usaha dari Kios UMEGA ini kemudian berkembang menjadi toko UMEGA di depan Hadi Mall, Kampung Bouw, Manokwari, termasuk tiga perusahaan yang dijankan oleh tiga anaknya. Tiga perusahaan inilah yang saat ini menjadi pusat kekuasaan dominan yang menguasai perekonomian. Tiga perusahaan ini menjadi pintu masuk, sekaligus membuka akses bagi para saudara dan rekan-rekan yang datang dari Sulawesi (Bugis-Buton-Makassar). Bisnis lain yang dilakukan dengan cara praktek patronase bisnis itu juga terjadi di Tambrauw, di distrik (kecamatan) Kebar, usaha PT. 84, PT. Pulmon, 
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dan PT. PutraBungsu itu juga mengembangkan Industri Pasir di Kampung Anjai yang dekat dengan pos TNI (KOSTRAD) yang berjarak kira-kira 1 KM dan beberapa pos keamanan brimob yang mulai dari Distrik Arfu, Distrik Kebar, Senopi, dan Asiti yang notabene sudah ada babinsa (Bantara Pembina Desa) dan polisi setempat (Polsek). Proyek-proyek itu lebih banyak mendatangkan karyawan dari Sulawesi, khususnya Bugis-Makassar. Pekerjaan paling tinggi yang melibatkan tenaga penduduk Papua adalah anak buah truk (ABT) yang mengangkut pasir, batu, kayu dan pekerjaan yang menguras tenaga. Meski demikian mereka tetap digaji sesuai dengan pekerjaan mereka, hanya sayangnya gaji itu tidak tahu dikemanakan. Terkadang juga pembayaran gaji mengalami keterlambatan atau penundaan.16 Di Sausapor dan wilayah Tambaruw sebagian besar juga digaruk habis sumber daya dan modal (APBD) daerah oleh dua orang Bugis-Makassar, H. Lenggang dan H. Appe. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di wilayah Tambrauw di periode tahun 2000an. Tetapi bisnis mereka telah dilakukan sejak 1970an ketika masuk di hutan-hutan di Tambarauw untuk menebang kayu dan mengambil sumber pendapatan. Bahkan menggunakan tenaga orang asli yang berada di situ. Penduduk lainya yang juga menguasai perekonomian adalah Jawa yang dominan mengusahakan bisnisnya di bidang pertanian. Kedatangan mereka yang disokong oleh transmigrasi membuat mereka lebih banyak mendapatkan lahan secara cuma-cuma (gratis) dan luas sehingga memudahkan mereka eksis menjual hasil tanaman mereka sekarang. Pendatang Toraja, Batak dan Maluku, NTT, masuk melalui gereja dan juga mengisi birokrasi.  
4. KESIMPULAN 
Orang Papua di satu sisi menjadi kelompok yang hanya bakalai (berkelahi) memperebutkan jabatan dan uang di kantor yang juga ditentukan oleh orang pasar. Kemerosotan di bidang perekonomian di Papua juga akhirnya melahirkan kesenjangan di antara penduduk Papua dan para 
                                               
16 Beberapa diskusi terpisah dalam waktu berbeda dengan 5 orang sopir antar kota yang 
berasal dari Makassar dan 2 orang sopir truk, dan beberapa anak buah truk yang bekerja di 
Kebar dan di Manokwari tahun 2012, 2014 dan Januari, 2015.  
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pendatang. Cara berjualan dan bertransaksi yang penuh strategi dan taktik mendapat langganan tetap, menguasai los-los penjualan di Pasar, hingga proses mobilitas ekonomi yang sangat penuh dengan patronase bisnis menjadikan penduduk pendatang lebih dominan di Papua ketimbang penduduk Papua. Kecenderungan orang Papua yang hidup dalam tradisi kosmologi dan kolektivisme yang kuat juga berpengaruh terhadap cara-cara dan strategi pengelolaan ekonomi orang Papua yang sampai sekarang bisa dikatakan tidak berkembang.  
Situasi ekonomi yang kian parah bagi penduduk Papua itu mengakibatkan orang Papua menjadi bergantung pada penduduk pendatang. Hal ini lebih dominan di rasakan oleh aktor-aktor kepentingan orang Papua yang ingin menduduki jabatan politik. pinjaman uang kemudian diganti dengan bisnis yang dialokasikan melalui proyek-proyek besar di bidang infrastruktur dan sarana-prasarana, hingga jembatan, gedung sekolah dan rumah-rumah sosial. Tak heran aktivitas pembangunan di Papua hanya sekedar kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menggantikan uang pengusaha dan sebaliknya memperkaya penguasa. Apalagi masyarakat biasa, mereka telah tertipu dan terbawa ke dalam segregasi yang dibentuk oleh kepala suku mereka, tokoh agama, tokoh adat, dan termasuk aktor-aktor politik dan birokrasi. Pengkotak-kotakan itu membentuk pemikiran mereka menjadi sangat eksklusif dan saling membenci termasuk dibatasi oleh ego-sektoral mereka di dalam domain-domain kekuasaan adat mereka yang terlegitimasi ketika terbentuknya kabupaten baru. 
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